Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 12 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa Pajak Hiburan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang sangat
penting, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3566) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

Undang—-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);



7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perubahan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005
Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Reopublik Indonesia Nomor 4138);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997, tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04).
Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-076/MK.10/20006, tanggal 29 Mei 2006

tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang maksud dengan :
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Daerah adalah Kota Samarinda;

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai
badan eksekutif daerah,;

Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pembiayaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda;

Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas
Penyelenggaraan Hiburan;

Hiburan adalah semua jenis rekreasi dalam bentuk kenikmatan, pertunjukan, permainan
dan/atau keramaian yang dinikmati orang dengan dipungut bayaran, seperti tontonan film,
kesenian, pagelaran musik, pagelaran tari, pagelaran busana, kontes kecantikan, salon kecantikan,
pameran, diskotik, karaoke, klab malam, sirkus, acrobat, sulap, permainan billyar, permainan golf,
permainan tenis lapangan, permainan bulu tangkis, permainan bowling, pacuan kuda, pacuan
kendaraan bermotor, permainan ketangkasan,, panti pijat/refleksi, mandi uap, kolam renang,
pusat kebugaran, penggunaan fasilitas olah raga lainnya dan pertunjukan olah raga;

Penyelenggaraan Hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik
untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya;

Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat
dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang diselenggarakan oleh
penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri
untuk melakukan tugas pengawasan;

Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang,
termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka
waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan buku yang tidak sama dengan tahun takwim;
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Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam
Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan perundang-undangan
perpajakan Daerah;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak  yang
terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas
Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah
yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang
ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dingkat SKPDLB adalah
Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah  Surat
Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB 1I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah :
A. Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan
dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, kampanye partai politik; dan

B. Penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran yang dikecualikan dengan Peraturan Daerah
ini.

Objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini adalah :
A. 1. Tontonan film;

2. Kesenian;

3. Pagelaran musik;

4. Pagelaran tari;

5. Diskotik;

6. Karaoke;

7. Klub :



Malam/Pub/Cafe
8. Permainan billyard,;
9. Permainan ketangkasan;
10. Panti Pijat;
11. Mandi Uap;
12. Pertandingan olah raga

. Pagelaran Busana;

. Kontes Kecantikan;

. Pameran;

. Sitkus;

. Akrobat;

. Sulap;

. Permainan Tenis Lapangan;

. Permainan Bulu Tangkis;

. Permainan Bowling;

. Pacuan Kuda;

. Pacuan Kendaraan Bermotor;

. Kolam Renang;

. Pusat Kebugaran (Fitness Centre);
. Pertunjukan Olahraga Lainnya;
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Pasal 3

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima
oleh penyelenggara hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk potongan
harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

(3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

(4) Klasifikasi dan tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

a.

Penyelenggaraan kegiatan hiburan bioskop (cinemaplex) dengan klasemen II a, ditetapkan
dengan tarif pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga nominal HTM (Harga Tanda
Masuk) dan untuk jenis / klasemen II (standard) cinemaplex ditetapkan sebesar 18%
(delapan belas persen) dari Harga Tanda Masuk.

Pertunjukan seni, pagelaran musik, tari dan pagelaran busana ditetapkan sebesar 10%
(sepuiluh persen) dari Harga Tanda Masuk.

Kegiatan Cafe, Pub dan Karaoke ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai
pembayaran.

Permainan Billyard ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai nominal
pembayaran.

Permainan ketangkasan dengan menggunakan mesin/TV. Game/Play Station, Cybetnet,
Internet, Rental VCD, Vidio dan lain-lain sejenis ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)
dari nilai nominal pembayaran.



